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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh retribusi dan
penguasaan menara telekomunikasi terhadap peningkatan pendapatan asing daerah
di Kabupaten Banyuasin. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder
yaitu Surat Tanda Retribusi Daerah (STRD) dan Surat Tanda Setoran (STS) pada
Diskominfo-SP Kabupaten Banyuasin. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Ada tiga tahap dalam metode ini:
kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan. Persentase
retribusi menara telekomunikasi yang dipungut Pemerintah Kabupaten Banyuasin
pada tahun 2020 telah melampaui target penerimaan yaitu sebesar 100,23%, pada
tahun 2021 meningkat menjadi 101,60%, sedangkan pada tahun 2022 mengalami
penurunan menjadi 84,89%. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2022, namun
realisasi pendapatan pada tahun 2020 dan 2021 telah mencapai atau bahkan
melampaui pendapatan yang ditargetkan. telah diatas 100%, hal ini menunjukkan
pemungutan retribusi penguasa menara telekomunikasi telah tercapai dengan
sangat efektif. Sedangkan kontribusi retribusi dan penguasaan menara
telekomunikasi terhadap peningkatan PAD selama tahun 2020-2022 masih di
bawah 10% sehingga kriterianya sangat rendah.

Kata Kunci: Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi, Pendapatan Asli
Daerah.



ABSTRACT

The aim of this research is to identify how retribution and control of
telecommunications towers affect the increase in regional foreign income in
Banyuasin Regency. The data sources in this research are secondary data, namely
Surat Tanda Retribusi Daerah (STRD) and Surat Tanda Setoran (STS) at the
Banyuasin Regency Diskominfo-SP. The research method used in this study is
descriptive qualitative. There are three stages in this method. data condensation,
data presentation, and verification or conclusions. The percentage of
telecommunications tower control retribution collected by the Banyuasin Regency
Government in 2020 has exceeded the revenue target, namely 100.23%, in 2021 it
increased to 101.60%, while in 2022 it decreased to 84.89%. Even though there will
be a decline in 2022, the realization of revenues in 2020 and 2021 has reached or
even exceeded the targeted revenues. has been above 100%, this shows that the
collection of telecommunications tower control retribution has been achieved very
effectively. Meanwhile, the contribution of retribution and control of
telecommunications towers to increasing PAD during 2020-2022 is still below 10%,

so the criteria are very low.

Keyword:  Retribution ,Telecommunications Tower Control, Original Local

Government Revenue.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan penting dalam
menjalankan roda pemerintahan di suatu daerah dengan prinsip otonomi yang nyata,
luas, dan bertanggung jawab. Tingkat pendapatan asli daerah menjadi salah satu
tolak ukur krusial dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena semakin besar PAD
yang diperoleh dan dihimpun oleh suatu daerah, semakin besar pula keuangan
daerah yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan otonomi (W. Nalle et al., 2021)
PAD mencakup semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi lokal,
yang diukur dari pajak dan retribusi daerah. Komponen utama yang menyumbang
pada terbentuknya PAD di banyak daerah adalah pajak dan retribusi daerah, karena
keduanya sangat terkait dengan sektor industri yang memberikan nilai tambah bagi
kekuatan ekonomi daerah (Lathifaniya & Susilo, 2023).

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah
yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah
dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Simanjuntak & Ginting, 2019).
Kabupaten/Kota memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan potensi keuangan
dengan menetapkan jenis retribusi tambahan selain yang sudah ada, selama sesuai

dengan aspirasi masyarakat. Pengenaan retribusi ini memiliki



hubungan erat dengan prinsip pemulihan biaya, di mana tujuannya adalah untuk
mencakup biaya operasional, pemeliharaan, depresiasi, dan pembayaran hutang
(Muhdafil, 2021). Tarif retribusi yang dikenakan bersifat proporsional, artinya tarif
yang sama berlaku untuk semua konsumen tanpa memandang besarnya konsumsi
masing-masing. Salah satu jenis retribusi yang memberikan kontribusi pendapatan
yang cukup tinggi bagi pemerintah daerah adalah retribusi dari menara
telekomunikasi.

Dinas Kominfo-SP Banyuasin merupakan bagian dari Pemerintah Daerah
Banyuasin yang bertanggung jawab dalam bidang komunikasi dan informatika.
Mereka mencakup berbagai aspek seperti telekomunikasi, sarana komunikasi,
desiminasi informasi, telematika, dan pengolahan data elektronik. Selain itu, Dinas
Kominfo-SP juga berperan dalam mengkoordinasikan dan membina Operasional
Perangkat Daerah (OPD) serta menjalankan tugas lain sesuai dengan perintah
Kepala Daerah. Tugas Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian meliputi
pelaksanaan urusan pemerintah daerah/kewenangan provinsi yang mencakup
bidang teknis aplikasi telematika, hubungan kelembagaan, sarana komunikasi,
desiminasi informasi, pos, telekomunikasi, data informasi, serta pembinaan media
massa dan tugas pembantuan lainnya.

Dinas Kominfo-SP kabupaten Banyuasin merupakan yang memungut

retribusi. Adapun salah satu komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai



konstribusi dan potensi besar di kabupaten Banyuasin adalah dengan pelaksanaan
penarikan retribusi pengendalian menara komunikasi. Retribusi yang dipungut oleh
pemerintah daerah khususnya oleh Dinas Kominfo-SP bersifat bukan pajak dan
merupakan kewenangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, artinya
retribusi dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial yang
dapat membantu pembangunan di kabupaten Banyuasin.

Adapun ruang lingkup dan sasaran pengendalian menara telekomunikasi
berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Banyuasin Nomor 23 Tahun 2018
Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada BAB III Pasal 4 yaitu sebagai berikut :

a. Pendataan, pembinaan, dan penertiban terhadap operasionalisasi menara;

b. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap menara telekomunikasi;

c. Fasilitasi penanganan dampak yang timbul dari penyelenggaraan jasa
telekomunikasi terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, dan
perubahan perilaku sosial di masyarakat; dan

d. Penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat yang berada di sekitar menara
telekomunikasi oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan penyedia
menara dan / atau pengelola menara.

Adapun data realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin tahun

2020-2022 yaitu sebagai berikut :



Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin
i 2020-2022
‘ TAHUN
PAD
‘ 2020 2021 2022
| Pajak Daerah Rp 123.984.849.439 | Rp 139.364.973.048 Rp 177.250.000.000

| Retribusi Daerah

Rp 10.587.020.785

Rp  7.872913.175

Rp 18.460.125.000

Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah
' Yang Dipisahkan

Rp 6.427.468.650

Rp 7.837.457.903

Rp  6.426.468.650

Lain-lain PAD yang
| Sah

Rp 61.820.843.526

Rp' 73.383.442.592

Rp 57.378.922.800

' TOTAL

Rp 202.820.182.399

Rp 228.458.786.719

Rp 259.515.516.450

(Sumber : LRA Kabupaten Banyuasin, 2023)

Tabel didatas menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Banyuasin ditahun 2020 mencapai Rp. 202.820.182.399, meningkat ditahun 2021

sebesar Rp. 228.458.786.719, dan ditahun 2022 kembali meningkat menjadi Rp.

259.515.516.450. Data tersebut menunjukkan bahwa sumber-sumber PAD juga

mengalami peningkatan, salah satunya Retribusi Daerah. Dalam penelitian ini,

penulis lebih lanjut membahas retribusi jasa umum yaitu retribusi pengendalian

menara telekomunikasi.

Adapun penerimaan retribusi menara telekomunikasi yang tertuang dalam

SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) pada Dinas Kominfo-SP Kabupaten

Banyuasin tahun 2020-2022 yaitu sebagai berikut :




Tabel 1.2
Penerimaan Retribusi Menara Telekomunikasi
Dinas Kominfo-SP Kabupaten Banyuasin

2020-2022
No | Tahun | Total Menara Biaya Retribusi Realisasi Pembayaran
1 | 2020 353 Rp. 1.489.300.683 Rp. 1.492.742.693
2 | 2021 360 Rp. 1.518.772.620 Rp. 1.543.116.210
3 | 2022 406 Rp. 1.705.930.149 Rp. 1.448.209.209

(Sumber : SKRD Kabupaten Banyuasin, 2023)

Berdasarkan pada data diatas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan
pada pendirian menara telekomunikasi di Kabupaten Banyuasin sepanjang tahun
2020-2022. Hal tersebut menandakan bahwa semakin banyaknya menara
telekomunikasi yang didirikan di Kabupaten Banyuasin sehingga semakin meluas
pula transformasi jaringan selular yang ada di Kabupaten Banyuasin.

Data pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa realisasi pembayaran retribusi
menara telekomunikasi melebihi target realisasi biaya retribusi pada tahun 2020 dan
2021. Sedangkan pada tahun 2022, terjadi penurunan realisasi biaya retribusi
menara telekomunikasi. Situasi kelebihan realisasi biaya retribusi mengindikasikan
bahwa perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan menara telekomunikasi
memenuhi kekurangan bayar pada tahun-tahun sebelumnya, dan situasi yang
menyebabkan turunnya realisasi biaya retribusi dikarenakan terdapat beberapa
menara yang umurnya baru mencapai beberapa bulan sehingga perusahaan terdaftar

akan membayar di tahun selanjutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa ada hambatan



dalam proses pemungutan retribusi menara telekomunikasi dan menunjukkan
bahwa Bidang Kominfo belum sepenuhnya berhasil dalam mengoptimalkan
penerimaan daerah dari retribusi, terutama dari sektor retribusi menara
telekomunikasi dikarenakan persentase realisasi yang cenderung menurun pada
2021-2022. Kemungkinan masalah tersebut timbul karena pelaksanaan penarikan
retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak berjalan secara optimal.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Analisis Penarikan Retribusi Dan Pengendalian
Menara Telekomunikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Banyuasin”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimana Penarikan Retribusi Dan
Pengendalian Menara Telekomunikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Banyuasin?”.

1.3 Ruang Lingkup Permasalahan
Penulis membatasi agar pembahasan permasalahan diatas dapat dapat

terarah dan tidak menyimpang dari yang telah dirumuskan, sehingga ruang lingkup



permasalahan hanya pada pelaksanaan penarikan retribusi pengendalian menara

telekomunikasi dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

14 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :
“Untuk mengetahui bagaimana penarikan retribusi dan pengendalian menara
telekomunikasi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Banyuasin”.

1.4.2 Manfaat Penelitian
Melalui penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat
memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis.
Sebagai pengembangan teori dan gambaran kepada pihak perusahaan
mengenai  pelaksanaan  penarikan  retribusi  pengendalian  menara
telekomunikasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Manfaat Praktis.
1. Bagi Peneliti.

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan untuk memperluas ilmu



pengetahuan peneliti tentang penarikan retribusi pengendalian menara
telekomunikasi terhadap peningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten
Banyuasin Sumatera Selatan.

. Bagi Perusahaan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta
pertimbangan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pihak
manajerial dalam pengambilan keputusan terkait penarikan retribusi
pengendalian menara telekomunikasi terhadap peningkatan pendapatan
asli daerah kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

. Bagi Dunia Akademisi.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya

yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

Sistematika Penulisan

Dalam upaya untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah

untuk mempermudah pemahaman tentang masalah-masalah yang disajikan dalam

proposal ini, maka penulisannya diuraikan dalam bab yang terdiri dari:

PENDAHULUAN
Bab ini berisi mengenai latar belakang yang akan menjelaskan alasan

pemilihan judul dan juga memaparkan permasalahan-permasalahan



BAB II

BAB III

BAB IV

BAB YV

yang akan diteliti, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari
penelitian ini yang akan ditulis secara sistematis agar dapat berjalan
sesuai dengan alurnya dan tepat sasaran.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori tentang penjabaran
dari kerangka yang berkaitan dengan retribusi dan pendapatan asli
daerah serta penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran..
METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metodologi penelitian yang akan menguraikan tentang
bagaimana penelitian dilakukan yang terdiri dari variabel penelitian,
definisi operasional, populasi, dan penentuan sampel, jenis dan
sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini dibahas tentang uraian hasil dan pembahasan yang terdiri dari
analisis data, perhitungan statistik serta pembahasan dari hasil
penelitian yang dilakukan.

SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan
pada bab sebelumnya serta saran sehubungan dengan pokok

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Retribusi
2.1.1.1 Pengertian Retribusi

Retribusi daerah adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh masyarakat
kepada pemerintah daerah sebagai bentuk kontribusi langsung yang berkaitan
dengan layanan atau prestasi yang diterima dari pemerintah daerah (Putra, 2018).
Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya
prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan
suatu prestasi dari Pemerintah (Asli et al., 2023).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah, retribusi merupakan bentuk pungutan daerah yang harus dibayar
sebagai imbalan atas pemberian jasa atau izin tertentu yang khas disediakan atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pengertian
retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang
dilakukan oleh mereka,atau merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat
dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat
ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia

tidak dikenakan 1uran itu (Mina & Ratna, 2020).

10
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Dari pendapat diatas terlihat bahwa karakteristik retribusi adalah :
1. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu.
3. Adanya prestasi langsung dari negara kepada individu pembayar retribusi
berupa jasa.
4. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkait dengan retribusi
yang bersangkutan.
5. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi
merupakan sumber pendapatan negara < maupun daerah yang dimana
penggolongannya perlu dilakukan berdasarkan sifat-sifat maupun ciri-ciri yang

dimilikinya.

2.1.1.2 Dasar Hukum Retribusi
Dasar hukum retribusi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagaimana yang
dijelaskan dibawah ini (Hidayat, 2021) :
1. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang
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pribadi atau badan.
Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau badan.
Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau badan.
Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.
Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.

Serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah :
Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang
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pribadi atau badan.
2. Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa

umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

2.1.1.3 Macam-Macam Retribusi

Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan
oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah
dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut
pertimbangan sosisal-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Dalam objek tersebut retribusi dibagi atas tiga macam golongan yaitu
retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Adapun
tiga macam golongan retribusi diantaranya sebagai berikut (Adriana, 2020):

1. Retribusi jasa umum.
Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan
oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Beberapa kriteria retribusi jasa
umum antara lain sebagai berikut :
a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa
usaha atau retribusi perizinan tertentu.

b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka
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pelaksanaan desentralisasi.

c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan
yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani
kepentingan dan kemanfaatan umum.

d. Jasa tersebut layak dikenakan retribusi.

e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai
penyelenggaraannya.

f.  Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah
satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66

Tahun 2001 Pasal 2 ayat 215. Beberapa jenis-jenis dari retribusi jasa umum :

1. Retribusi pelayanan kesehatan.

2. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.

3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan
sipil.

4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

6. Retribusi pelayanan pasar.

7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.

8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
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9. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

10. Retribusi pengelolaan limbah cair.

11. Retribusi penggantian biaya cetak peta.

12. Retribusi pelayanan tera/tera ulang.

13. Retribusi pelayanan pendidikan.

14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Retribusi jasa usaha.

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah

daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula

disediakan oleh sektor swasta. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah

daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan

menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan

secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum

disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Objek retribusi jasa usaha sesuai

Pasal 126 UU PDRD adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah

Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

1. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang
belum dimanfaatkan secara optimal.

2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara

memadai oleh pihak swasta.
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Retribusi perizinan tertentu.

Fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh
Pemerintah Daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi untuk
melaksanakan fungsi tersebut pemerintah daerah mungkin masih mengalami
kekurangan biaya yang tidak selalu dapat cukupi dari sumber-sumber
pemerintahan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih perlu
dipungut retribusi. Berdasarkan Pasal 140 ayat 1 UU PDRD, dijelaskan yang
dimaksud objek perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh
Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-
jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2001 Pasal 4 ayat 225. Beberapa jenis-jenis dari retribusi perizinan
tertentu :

1. Retribusi izin mendirikan bangunan.

2. Retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol.

3. Retribusi izin gangguan.

4. Retribusi izin trayek.
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5. Retribusi izin usaha perikanan.

Penggolongan retribusi tersebut di atas tidak bersifat final karena daerah
masih diberikan wewenang untuk menentukan retribusi, sepanjang diatur dalam
peraturan daerah. Kewenangan daerah untuk menambah retribusi dilakukan dengan
kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Sekalipun
masih berwenang memungut retribusi, daerah tidak boleh melanggar kriteria yang
telah ditentukan.

Jadi dari penjelasan-penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwasannya
dalam menggali potensi pendapatan daerah pemerintah menetapkan jenis-jenis
retribusi seperti retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan

tertentu yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

2.1.1.4 Fungsi Retribusi

Fungsi pertama yang terdapat pada retribusi yaitu fungsi anggaran (fungsi
regulerend). Dalam arti, retribusi tidak memiliki fungsi mengatur (fungsi
regulerend) sebagaimana yang terdapat pada pajak. Hal ini berarti bahwa retribusi
tidak dapat digunakan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat sebagaimana
yang dikehendaki oleh pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah). Retribusi semata-mata untuk mengisi kas negara maupun daerah sebagai

penggantian yang telah dikeluarkan dalam upaya penyediaan sarana pelayanan
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yang telah disediakan. Fungsi yang kedua hanya memiliki fungsi untuk mengisi kas
negara atau daerah karena retribusi hanya sebagai penggantian atas jasa yang

disediakan oleh negara atau daerah.

2.1.1.5 Manfaat Retribusi

Retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber keuangan untuk
pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Hal tersebut
tak lain adalah guna meningkatkan dan mencapai pemerataan kesejahteraan
masyarakat. Dan pada hakikatnya, pemungutan retribusi daerah memiliki
persamaan pokok dalam hal tujuannya dengan pemungutan pajak, yaitu sebagai
berikut :
1. Memenuhi kebutuhan rutin kas daerah atau negara yang merupakan tujuan

utama.

2. Menciptakan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang merupakan

tujuan tambahan.

2.1.2 Retribusi Menara Telekomunikasi
Menurut Peraturan Bupati (PERBUB) Banyuasin Nomor 23 Tahun 2018
Pasal 8, setiap pemanfaatan ruang daerah untuk menara telekomunikasi oleh orang

atau badan usaha, dipungut Retribusi Pengendalian Menara. Untuk melakukan
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pemungutan Retribusi, Kepala OPD yang membidangi urusan Komunikasi dan
Informatika menunjuk petugas pemungut. Adapun tata cara Retribusi Menara
Telekomunikasi dalam pasal 11 meliputi :
1. Pemungutan
2. Pembayaran ; dan
3. Penagihan Retribusi.

Tata cara pemungutan, pembayaran, dan penagihan retribusi sebagaimana
yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

a. Penetapan Retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD;

b. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD berdasarkan Kartu Data;

c. Format SKRD dan format kartu data terlampir dalam Lampiran I daan
Lampiran II;

d. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar
dan tagihan dengan menggunakan STRD;

e. Format STRD sebagaimana dimaksud dalam huruf d terlampir dalam Lampiran
111,

f. Penagihan retribusi terutang dimaksud pada huruf d didahului dengan surat

teguran,;
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g. Format surat teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf f terlampir dalam
Lampiran IV;

h. Pengeluaran surat tagihan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi dilaksanakan segera setelah 7 (tujuh) hari dari
sejak jatuh tempo pembayarannya; dan

i. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat
peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi

retribusi terutang.

2.1.3 Pengendalian Menara

Menurut Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 23 Tahun 2018 pasal 1 poin
13, Pengendalian Menara adalah upaya pengawasan, pengendalian, pengecekan,
dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara
telekomunikasi dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya
menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan

kepentingan umum.

2.1.3.1 Maksud dan Tujuan Pengendalian Menara

Pengendalian menara telekomunikasi dimaksudkan untuk mengatur dan
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mengendalikan penyelenggaraan/operasional menara telekomunikasi di wilayah

Kabupaten Banyuasin.

Adapun pada pasal 3, pengendalian menara telekomunikasi bertujuan untuk :

a. Terjaminnya keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa
telekomunikasi;

b. Terpeliharanya lingkungan agar tertib, aman, bersih dan indah sebagai daya
dukung tata ruang daerah yang serasi dengan kelestarian alam;

c. Terdeteksinya secara dini atas dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan
jasa telekomunikasi terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi serta
perubahan perilaku sosial di masyarakat; dan

d. Terselesaikannya permasalahan yang muncul dimasyarakat yang berada
disekitar menara telekomunikasi oleh pemerintah daerah bersama-sama

dengan penyedia menara dan/atau pengelolah menara.

2.1.3.2 Ruang Lingkup dan Sasaran
Ruang lingkup pengendalian menara telekomunikasi meliputi :
a. Pendataan, pembinaan, dan penertiban terhadap operasionalisasi menara.

b. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap menara telekomunikasi;
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c. Fasilitasi penanganan dampak yang timbul dari penyelenggaraan jasa
telekomunikasi terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, dan
perubahan perilaku sosial di masyarakat; dan

d. Penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat yang berada di sekitar menara
telekomunikasi oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan penyedia
menara dan/atau pengelolah menara.

Adapun sasaran pengendalian menara telekomunikasi yaitu penyelenggara
pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Banyuasin yang telah
memperoleh persetujuan prinsip, rekomendasi dan ijin
penyelenggaraan/pembangunan operasionalisasi dari Pemerintah Pusat/Pemerintah

Daerah.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah
2.1.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan yang berasal dari
sumber-sumber dalam wilayah daerah itu sendiri yang dikumpulkan sesuai dengan
peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor
pendapatan daerah memiliki peran yang sangat krusial, karena dari sektor ini dapat
dinilai sejauh mana kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan

pemerintah dan pembangunan daerah. (Artha Wulandary & Iryanie, 2018)
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) penerimaan yang bersumber dari sektor
pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah.(Mardiasmo, 2018)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari
potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang
digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber perolehan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: pendapatan pajak daerah, pendapatan
retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
dan PAD lain yang sah.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli
Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber dalam
wilayah daerah itu sendiri. Semakin signifikan peran PAD dalam struktur keuangan
daerah, maka semakin besar juga kemampuan keuangan daerah untuk melakukan
pembangunan daerah.
2.1.4.2 Jenis Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2014) Pendapatan Asli Daerah berasal dari:

1. Pajak daerah, dibedakan menjadi :

a. Pajak Provinsi.
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b. Pajak Kabupaten/Kota.

. Retribusi, berasal dari :

a. Retribusi jasa umum.

b. Retribusi jasa usaha.

c. Retribusi perizinan tertentu.

. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.

Jenis pendapatan dari pengelolaan kekayaan milik daerah yang

dipisahkan mencakup :

a. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik daerah.

b. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik negara.

c. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan swasta atau
kelompok usaha masyarakat.

. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Objek dalam pendapatan ini meliputi :

a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.

b. Jasa giro.

c. Pendapatan bunga.

d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.

e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat

dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
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2.1.4.3 Instrumen Pendapatan Asli Daerah

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah di satu pihak dalam
rangka mendukung kebijakan makro nasional yang bersifat strategis dan di lain
pihak dengan desentralisasi kewenangan pemerintahan ke daerah, maka daerah
akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Selain itu otonomi daerah
mempunyai tujuan :

1. Mempercepet pembangunan ekonimi daerah yang efektif yang kuat
dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah.

2. Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka memberdayakan
masyarakat.

3. Meningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan
potensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran
pendidikan yang memadai.

4. Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah berlandaskan prinsip
desentralisasi dan otonomi daerah (Carunia, 2017: 19).

2.1.4.4 Hubungan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam
Membiayai Pembangunan Daerah
Peraturan daerah nomor 2 tahun 2007 menegaskan bahwa sumber-sumber

PendapatanAsli Daerah (PAD) memiliki keterkaitan yang sejalan dalam membiayai
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pembangunan daerah. Peraturan tersebut juga menekankan pentingnya percepatan
dan peningkatan kualitas pembangunan, pemerintahan daerah yang bersih dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berorientasi pada pelayanan publik. Dalam hal
ini, Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah mengikuti pedoman yang tercantum
dalam peraturan tersebut mengenai pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai
tujuan tersebut.

Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dalam rangka
melaksanakan kebijaksanaan keuangan daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan
publik serta sebagai pelaksana lebih lanjut pasal 194 undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemrintahan Daerah, Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan pasal 330 ayat (1) Peraturan
Mentri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan
keuangan darah, perlu meninjau dan memperbaharui peraturan daerah kota
palembang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD lain-lain yang
sah sebagaimana dimaksud meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar mata uang
asing, komisi potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dana tau

pengadaan barang atau jasa daerah. Misi utama dari undang-undang peraturan
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daerah adalah desentralisasi, secara teoritis desentralisasi ini diharapkan akan
menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu pertama mendorong peningkatan partisipasi,
prakasa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong
pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan
memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia dimasing-masing daerah.
Kedua, memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran
pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang
memiliki informasi yang lengkap (Mardiasmo, 2018).

Pendapatan asli daerah mempunyai tujuan untuk mempercepat
pembangunan ekonomi daerah yang efektif yang kuat dengan memberdayakan
pelaku dan potensi ekonomi daerah, meningkatkan pembangunan di seluruh daerah
berlandaskan prinsisp desenrtalisasi dan otonomi daerah. Pendapatan asli daerah
dikatakan baik untuk memenuhi pembiyaan pembangunan daerahnya apabila

pencapaian presentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD.

2.1.5 Kontribusi Retribusi Terhadap Peningkatan PAD
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontribusi merupakan uang iuran
atau sumbangan kepada suatu perkumpulan. Kontribusi Retribusi adalah sejauh

mana hasil / jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak di suatu daerah
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dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah. Berikut ini merupakan rumus
penghitungan Kontribusi Retribusi Daerah yaitu sebagai berikut (Depdagri,

Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006):

rt
I

_ =
8 = %% 100%
Keterangan
Pn : Kontribusi Penerimaan Retribusi Terhadap PAD
QY : Realisasi PAD
QX : Realisasi Retribusi
n : Tahun Penelitian

Adapun kriteria Kontribusi Retribusi yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kriteria Kontribusi Retribusi Terhadap PAD
Persentase Y A\ Kriteria Y .\
0% - 10% Sangat Kurang
10% - 20% Kurang
20% - 30% Sedang
30% - 40% Cukup Baik
40% - 50% Baik
Diatas 50% Sangat Baik

(Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006)

2.1.6 Efektivitas Retribusi Sebagai Sumber PAD
Efektivitas Retribusi merupakan perbandingan antara realisasi dan target
penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran

keberhasilan dalam melakukan pungutan. (Yuliasti dan Dewi, 2017). Berikut ini
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merupakan rumus penghitungan Efektivitas Retribusi Daerah yaitu sebagai berikut

(Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006):

i _
= £100%

ALz

HA . S LS [
Efektivitas retribusi d#EhEbiaE dikatakan efektif ketika hasil akhir
perhitungan sudah menginjak angka presentase di 80%. Adapun kriteria Efektivitas

Retribusi Sebagai Sumber PAD yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kriteria Efektivitas Retribusi Sebagai Sumber PAD
Persentase o Kriteria
Kurang dari 60% Sangat Kurang
60% - 80% Kurang Efektif
80% - 90% Cukup Efektif
90% - 100% Efektif
Lebih dari 100% Sangat Efektift = |

(Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006)

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sumber lampau atau sumber lama dari hasil
penelitian yang telah dilakukan oleh banyak peneliti, yang nantinya akan dilakukan
juga oleh peneliti dengan topik yang sama, tujuannya adalah untuk membandingkan
dan membedakan penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian yang sudah
ada.

Secara keseluruhan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa

peneliti sebelumnya mengenai retribusi dan pendapatan asli daerah ditampilkan
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Tabel 2.3
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Penelitian Terdahulu

No Judul Variabel Hasil Penelitian

1 | Analisis Kontribusi | Retribusi, | Pendapatan Asli Daerah di
Retribusi Pengendalian | Pendapatan | Kabupaten Maros meningkat
Menara  Telekomunikasi | Asli pada tahun 2018 dan tahun
Terhadap Pendapatan Asli | Daerah. 2019 karena sumber-sumber
Daerah Kabupaten dari peneriman Pendapatan
Maros.(Fhitriyah - et  al., Asli Daerah telah optimal.
2022) Namun pendapatan  asli

daerah di Kabupaten Maros
mengalami penurunan pada
tahun 2020 karena adanya
wabah covid-19. Batas akhir
pembayaran retribusi adalah
setiap satu tahun sekali sejak
berdirinya menara
telekomunikasi. Setelah wajib
retribusi membayar melalui
transfer ke kas daerah,
selanjutnya akan dibuatkan
Surat Tanda Setoran oleh
bendahara.

2 | Pelaksanaan Penarikan | Retribusi, Penarikan retribusi
Retribusi Pengendalian dan | Pendapatan | pengendalian dan
Pengawasan Menara | Asli Daerah | pengawasan menara sudah
Telekomunikasi Dalam berjalan  sesuai  dengan
Meningkatkan Pendapatan Peraturan Bupati Purworejo
Asli  Daerah di Dinas Nomor 87 Tahun 2020 yang
Komunikasi dan mengatur mengenai retribusi
Informatika Kabupaten pengendalian dan

Purworejo.(Leilani, 2021)

pengawasan menara. Kendala
yang terjadi yaitu adanya
menara yang tidak berizin
dapat diatasi dengan baik
sehingga tidak memengaruhi
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Target penerimaan
selalu tercapai dan melebihi
serta  realisasi  pungutan
retribusi mengalami
peningkatan dan jumlah yang
diperhitungan sama dengan
jumlah yang disetorkan ke
Kas Daerah. Berdasarkan
penelitian yang dilaksanakan,
peneliti memberikan saran
supaya mengadakan
sosialisasi prosedur pendirian
menara. Serta meningkatkan
koordinasi dan kerjasama
antar instansi yang terkait
dengan menara agar
permasalahan di lapangan
dapat segera teratasi dengan
baik sehingga peningkatan

PAD dapat tercapai.
Pelaksanaan Penarikan | Retribusi, Pelaksanaan penarikan
Retribusi Kepada Pendapatan | retribusi
Pedagang di Pasar | Asli Daerah | pelayanan pasar di Pasar

Tradisional Cik Puan Kota
Pekanbaru Sebagai Upaya
Peningkatan

Pendapatan Asli
Daerah.(Muhdafil, 2021).

Tradisional Cik Puan Kota
Pekanbaru  masih  belum
efektif. Kualitas pelayanan
pasar  oleh  Disperindag
tepatnya Bidang Pasar Kota
Pekanbaru melalui
pembentukan perda retribusi,
pegelolaan fasilitas dan
kebersihan masih  rendah
terdapat kekurangan dalam
pelayananya antara lain
masih banyaknya kios pasar
yang kosong dan kurangnya
respon Disperindag

tepatnya Bidang Pasar Kota
Pekanbaru terhadap
kebutuhan pedagang dan
beberapa faktor penghambat




32

dalam penarikan retribusi
pelayanan pasar di Pasar
Tradisional Cik Puan Kota
Pekanbaru sebagai upaya
peningkatan Pendapatan Asli
Daerah  cukup  beragam,
seperti Sumber Daya
Manusia, Dana, Kesadaran
Pedagang sehingga
penerimaan retribusi
pelayanan  pasar  belum
optimal dan

banyaknya pedagang yang
lebih memilih menjadi PKL.

4 | Kontribusi Retribusi Pasar | Retribusi, Pelaksanaan Penarikan
Terhadap Pendapatan Asli | Pendapatan | Retribusi Pasar dalam
Daerah  Di  Kabupaten | Asli Daerah | Meningkatkan ~ Pendapatan
Mamuju (Rajab, 2020) Asli  Daerah  Kabupaten
Mamuju sudah = berjalan
dengan  baik,  meskipun
memerlukan beberapa
perbaikan dalam

beberapa hal.

(Sumber : Data Diolah, 2023)

2.3  Kerangka Pemikiran

Dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan daerah pemerintah daerah
perlu memanfaatkan potensi yang ada dalam daerah itu sendiri, salah satunya
adalah pelaksanaan retribusi daerah yang menjadi salah satu pendapatan asli daerah.
Dari uraian di atas untuk melaksanakan retribusi daerah yang efektif diperlukan

menajemen strategi yang baik. Manajemen adalah pokok penting dari pelaksanaan
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kegiatan khususnya dalam organisasi atau instansi. Dalam menerapkan menajemen
pelaksanaan yang baik di butuhkan pula formulasi strategi yang tepat, formulasi
strategis yang tepat adalah penyusunan langkah-langkah kedepan yang dimaksud
untuk membangun visi dan misi pelaksanaan retribusi yang menjadi pendapatan
asli daerah.

Adapun kerangka pemikiran didalam penelitian ini dapat dilihat dari gambar
sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Retribusi dan Pengendalian

Menara Telekomunikasi

h 4

Analisis Deskriptif Kualitatif

Kontribusi dan
Efektivitasnya dalam
meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah

(Sumber : Data diolah, 2023)



BAB III
METODELOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan desain deskriptif kualitatif bertujuan untuk menyajikan
gambaran terinci tentang fenomena di lapangan dengan cara memahami dan
menganalisis sikap, perasaan, pandangan, dan perilaku baik individu maupun
kelompok. Metode penelitian kualitatif ini didasarkan pada filsafat postpositivisme
dan digunakan untuk mengkaji kondisi obyek yang alamiah (bukan melalui
eksperimen). Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci, dan
pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yaitu menggunakan beberapa
teknik pengumpulan data secara bersamaan. Proses analisis data pada penelitian
kualitatif bersifat induktif dan kualitatif, yang berarti penarikan kesimpulan
dilakukan berdasarkan pemahaman mendalam terhadap data yang dikumpulkan.
Hasil dari penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada pemahaman makna dan
konteks dari fenomena yang diteliti, daripada mencoba untuk membuat generalisasi
secara luas (Sugiyono, 2022).

Penelitian ini mendeskripsikan dan menguraikan bagaimana analisis
pelaksanaan penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah. Penelitian kualitatif deskriptif sebagai

pendekatan yang digunakan karena pada saat dilapangan peneliti mengumpulkan

34
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data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian, peneliti
menguraikan hasil dari pengumpulan data tersebut yang diolah dan disajikan dalam

bentuk deskriptif dalam bentuk penjelasan kata-kata.

3.2  Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengarahkan peneliti pada
saat terjun kelapangan. Pada penetapan fokus penelitian maka disesuaikan dengan
permasalahan yang terkait teori-teori yang telah ada dan fokus penelitian didasari
dengan keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi tempat, pelaku dan
aktivitas yang berintekrasi secara sinergis karena penelitian kualititaf bersifat
holistik atau menyeluruh (Sugiyono, 2022).

Fokus penelitian dimaksud sebagai garis besar dalam penelitian yang akan
dilakukan. Tujuan dari fokus penelitian untuk acuan peneliti agar tidak keluar dari
masalah yang akan diteliti. Adapun fokus pada penelitian ini yaitu dengan mengacu
kepada analisis pelaksanaan penarikan retribusi pengendalian menara

telekomunikasi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (Siswinamo, 2021:8).
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3.3  Objek Penelitian

Menurut(Sugiyono, 2019)objek penelitian adalah sasaran ilmiah
untukmendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal
objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu). Objek penelitian
ini adalah pelaksanaan penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi

terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

3.4  Sumber Data

Data didalam penelitian ini bersumber dari pihak-pihak terkait yang
berperan memberikan data dan informasi dalam lingkup penelitian dan sarana yang
digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah
yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan dua macam data menurut
klasifikasi berdasarkan dari jenis dan sumbernya, yaitu :
3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data
kepada pengumpul data (Sugiyono, 2022).
3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data
kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono,

2022). Data sekunder yang dilakukan pada penelitian ini diperoleh secara observasi
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dan studi pustaka dari hasil penyajian dari pihak lain. Observasi merupakan teknik
pengumpulan data yang dimana mempunyai ciri yang spesifik (Sugiyono, 2022).
Sedangkan studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan
metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan
penelitian (Sugiyono, 2022). Studi pustaka didalam penelitian ini didapatkan
melalui jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian
ini dan juga data yang diperoleh melalui media massa dan elektronik seperti website
resmi.

Berdasarkan pada penelitian ini, maka sumber data yang akan dianalisis
adalah data sekunder berupa SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dan Surat
Tanda Setoran (STS) Pemerintah Kabupaten Banyuasin Periode 2020 sampai

dengan 2022.

3.5  Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah langkah untuk memperoleh informasi dan
data yang dibutuhkan peneliti. Dalam Penelitian ini penulis melakukan pengamatan
langsung terhadap fenomena atau gejala yang terjadi dilapangan terhadap objek
yang akan diteliti. Adapun jenis-jenis teknik pengambilan data yaitu :
a. Wawancara;

b. Observasi;
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c. Dokumentasi.
Teknik pengumpula data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara
observasi dan dokumentasi.

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang
digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi
gunakan untuk menelusuri data historis. Metode ini berupa informasi yang berasal
dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.
Penggunaan metode dokumentasi ini memperkuat dan mendukung informasi-
informasi yang didapatkan dari hasil observasi dan interview.

Pada teknik pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan memperoleh
data dalam bentuk file, gambar atau foto dari program atau kegiatan yang sedang
dilaksanakan bisa diperoleh lewat data tersimpan dalam bentuk surat, arsip foto,
cenderamata dan jurnal kegiatan. Dengan dokumentasi maka observasi yang
dilakukan semakin sah dan dapat dipercaya jika didukung dengan dokumentasi
kegiatan di lapangan (Sugiyono, 2022). Adapun dokumentasi dalam penelitian ini
berupa laporan retribusi menara telekomunikasi yang ada pada kabupaten

Banyuasin Palembang tahun 2020-2022.



39

3.6  Teknik Analisis Data
Teknik analisis data adalah langkah atau cara untuk menentukan penelitian
karena analisis data bertujuan untuk menyimpulkan hasil dari proses penelitian
melalui proses pencarian dan penyusunan laporan yang sistematis melalui pedoman
wawancara, catatan pada saat di lapangan dan dokumentasi agar dapat
memudahkan peneliti dalam memahami saat melakukan analisis hasil penelitian
(Sugiyono, 2022). Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis
data kualitatif. Miles dan Huberman (Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., 2021),
mengungkapkan bahwa dalam teknik analisis data ini dilakukan secara interaktif
dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas. Ada tiga tahap dalam analisis
data sebagai berikut :
1. Kondensasi Data.
Tahap pemilahan dan penyederhanaan data-data untuk mempermudah peneliti
dalam menyimpulkan, kemudian menghasilkan informasi yang lebih akurat
tanpa mengurangi maknanya. Merangkum atau menyimpulkan dan memilih
hal-hal pokok dan memfokuskan hal yang penting. Pada tahap ini peneliti akan
memperoleh suatu gambaran yang jelas dan membantu peneliti untuk
mempemudah pengumpulan data yang diperlukan. Dalam kondensasi data
peneliti akan diarahkan oleh tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian

kuantitatif tahap ini menggunakan angka-angka, sedangkan pada penelitian ini
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menggunakan kata-kata untuk menyederhanakan data. Pada penelitian ini yaitu
data yang didapat di lapangan mengenai analisis pelaksanaan penarikan
retribusi pengendalian menara telekomunikasi dalam meningkatkan
pendapatan asli daerah.

Penyajian Data.

Dalam tahap penyajian data, penelitian akan melakukan penyusunan laporan
supaya data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai
peneliti inginkan dan mengembangkan hasil temuan dilapangan. Dalam
penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dengan bentuk-bentuk uraian
singkat, bagan, matrik, grafik dan hubungan antar kategori (Sugiyono, 2022).
Proses penyajian dilakukan dengan menunjukan data dan menciptakan
hubungan atau kaitan antar fenomena untuk dapat dimaknai apa yang terjadi
dan apa yang perlu ditindaklanjuti dalam mencapai tujuan penelitian.
Verifikasi atau Kesimpulan

Tahap ini adalah langkah akhir dalam teknik analisis data yaitu tahap verifikasi
atau kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menyampaikan data-data yang
diperoleh di lapangan. Peneliti menemukan makna dari data yang telah
disimpulkan dalam proses penelitian yang telah dilakukan. Langkah ini
dilakukan setelah tahap reduksi dan tahap penyajian data dengan proses

analisis yang empiris dengan menggunakan teori yang digunakan peneliti.
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Kemudian dari tahap verifikasi ini peneliti dapat memperoleh kesimpulan
mengenai analisis pelaksanaan penarikan retribusi pengendalian menara

telekomunikasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.



BAB 1V
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Sejarah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (SP)

Kabupaten Banyuasin

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten
Banyuasin merupakan salah satu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di
Kabupaten Banyuasin. Pada awalnya Diskominfo-SP Banyuasin merupakan bagian
dari Dinas Perhubungan. Hingga pada tahun 2017 berdasarkan penataan ulang
kelembagaan pemerintahan Banyuasin maka dibentuklah Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Banyuasin.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin memiliki
kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintahan di bidang informatika yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten
Banyuasin melalui Sekretaris Daerah. Diskominfo-SP Kabupaten Banyuasin
memiiliki tugas dalam membantu Bupati dalam bidang komunikasi dan informatika
serta tugas pembantuan meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan
kebijakan sesuai dengan lingkup tugas, penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan
umum dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan

fungsinya.
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4.1.2 Visi, Misi, dan Nilai Organisasi Diskominfo-SP Kabupaten Banyuasin
> Visi

Visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan

lingkungan sehingga instansi pemerintah dapat bergerak maju menuju

masa depan yang lebih baik. Visi Diskominfo-SP Kabupaten Banyuasin
memiliki visi yang sama dengan visi Kabupaten Banyuasin yaitu

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan

Akun tabel serta Pelayanan Publik yang Prima Bebasis Teknologi

Informasi Demi Menuju Banyuasin Cerdas”.

» Misi

Diskominfo-SP Kabupaten Banyuasin juga memiliki visi yang sama

dengan Kabupaten Banyuasin yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan informasi komunikasi dan data elektronik
yang cepat, akurat, dan aktual;

2. Meningkatkan  transparansi, kontrol, dan  akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep Open
E-Government;

3. Mendorong peran media massa dalam meningkatkan informasi yang

beretika dan bertanggung jawab;
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4. Mendorong masyarakat menggunakan teknologi informasi secara
sehat dan bertanggung jawab; dan

5. Memajukan Kabupaten Banyuasin sebagai kawasan Mandiri dan
Berdaya Saing.

» Nilai-Nilai Organisasi

Adapun nilai-nilai organisasi yang diterapkan dan dipegang teguh oleh

Diskominfo-SP Kabupaten Banyuasin yaitu:

1. Profesional, dalam profesional terkandung makna bahwa dalam
bekerja, pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian
Komunikasi dan Informatika melakukannya dengan tuntas, penuh
tanggung jawab menggunakan kompetensi terbaik dan berkomitmen
tinggi terhadap hasil yang dicapai;

2. Akuntabel, dalam akuntabel terkandung makna bahwa dalam berpikir,
berkata, berperilaku, dan bertindak, pimpinan dan seluruh pegawai di
lingkungan Kementrian Komunikasi, Informatika, Statistik Dan
Persandian Kabupaten Banyuasin melakukannya dengan berorientasi
pada pelayanan masyarakat yang dapat dipertanggung jawabkan,;

3. Integritas, dalam Integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir,
berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh pegawai di

lingkungan Kementerian Komunikasi dan informatika melakukannya
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dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh prinsip-prinsip
dan nilai moral serta kode etik yang berlaku; dan

4. Inovatif, dalam Inovatif terkandung makna bahwa dalam berpikir,
berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh pegawai di
lingkungan Kementerian Komunikasi dan informatika melakukannya
dengan menggunakan seluruh kemampuan dalam mendaya gunakan
pikiran dan sumber daya yang ~ada di sekelilingnya untuk
menghasilkan karya baru yang original dan dapat bermanfaat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara

berkesinambungan;

4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Banyuasin
Diskominfo-SP Kabupaten Banyuasin dikepalai oleh seorang kepala dinas
dan dibantu oleh seorang sekreatris dinas, tiga orang kepala sub bagian
kesekretariatan, empat orang kepala bidang, dua belas orang kepala seksi, serta Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Dalam setiap lembaga atau organisasi tentu
memiliki struktur organisasi beserta pembagian tugas pokok dan fungsi. Demikian

halnya Diskominfo-SP Kabupaten Banyuasin yang dipimpin oleh seorang kepala
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bidang dan seksi. Berikut merupakan bagan struktur

dinas dan membawahi

organisasi Diskominfo-SP Kabupaten Banyuasin.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
Diskominfo-SP Kabupaten Banyuasin

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISAS! LABPRAN;
DINAS KOMUNIKAS! DAN INFORMATIKA " PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 188 TAHUN 2016

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

3l

R |

KEPALA BIDANG
LAYANAN E-GOVERNMENT
L
= =1 =

Sumber:Dinas Kominfo Kabupaten Banyuasin
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Susunan Organisasi Diskominfo-SP Kabupaten Banyuasin Tipe A, sebagai

berikut.
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
2. Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Barang Milik Daerah
3. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Umum

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari:

1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik

2. Seksi Kemintraan Komunikasi Publik

Bidang Aplikasi dan Informatika, terdiri dari:

1. Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan

2. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi

3. Seksi Tata Kelola E-Government.

Bidang Statistik Sektoral, terdiri dari:

1. Seksi pengelolahan Data Statistik Sektoral

2. Seksi Kelembangan, Infrastruktur dan Kerjasama

3. Seksi Verifikasi Data Statistik

Bidang Persandian, terdiri dari:

1. Seksi Tata Kelola Jaring Komunikasi Informasi
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2. Seksi Pengawasan dan Ketertiban Sandi Pemerintahan
3. Seksi Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaran Sandi Pemerintahan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi
1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas
» Diskominfo-SP dipimpin oleh Kepala Dinas yang melaksanakan tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan unsur penunjang urusan
pemerintahan sesuai dengan kewenangan dan Peraturan Perundangan-

undangan.

» Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala

Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program dan kegiatan Dinas dalam jangka pendek,
menengah dan jangka panjang, serta pelaporan akuntabilitas kinerja
Dinas;

b. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi informatika, statistik dan

persandian;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi informatika, statistik dan

persandian; dan
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d. Pelaksanaan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait
baik pusat maupun daerah.
2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat
» Sekretariat Diskominfo-SP  dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang
melaksanakan tugas sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah dan
dalam rangka koordinasi pelaksanaan program dan penyelenggaraan tugas-
tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.
» Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana Program Sekretariat Perangkat Daerah;
b. Pelaksanaan program s
c. Sesuai dengan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup
kerjanya;
d. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
dan
e. Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretariat
Diskominfo-SP dibantu dan membawahi sub bagian yaitu sebagai berikut.

e Sub Bagian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
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Sub Bagian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja dipimpin oleh

Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas:

o

. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja;

b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) lingkup kerjanya;

c. Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

d. Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; dan

e. Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD.
e Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Barang Milik Daerah
Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Barang Milik Daerah dipimpin oleh

Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Administrasi Keuangan dan

Barang Milik Daerah;

b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) lingkup kerjanya;

c. Melaksanakan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;



51

d. Melaksanakan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan

e. Pelaksanaan Penatausahaan dan melaksanakan Pengujian/Verifikasi

keuangan SKPD.

Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub

Bagian yang melaksanakan tugas:

g.

Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan
umum;

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) lingkup kerjanya;

Melaksanakn peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
Melaksanakan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
Melaksanakan Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian
Melaksanakan Pemindahan Tugas ASN; dan

Melaksanakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

» Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang

yang melaksanakan tugas penyusunan, perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan
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di bidang informasi dan komunikasi Publik, perumusan kebijakan teknis

bidang informasi dan komunikasi, monitoring opini dan aspirasi publik,

monitoring informasi pemerintah daerah, pelayanan intormasi publik,

penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah, pengelolaaan

konten dan perencanaan media komunikasi publik, layanan hubungan

media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi

krisis, dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

» Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

g.

Penyusunan rencana program dilingkup bidang;

Pelaksanaan program sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggarari
(DPA) dilingkup bidang;

Pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik;

Pelaksanaan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas
komunikasi pemerintah daerah;

Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
Pengelolaan media komunikasi publik; dan

Pelayanan informasi publik.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bidang Informasi dan

Komunikasi Publik membawahi :



53

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang

melaksanakan tugas:

)

. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;

b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) lingkup kerjanya;

c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengelolaan
Komunikasi Publik;

d. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) lingkup kerjanya,

e. Melaksanakan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi
publik; dan

f. Melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

Seksi Pengelolaan Informasi Publik

Seksi Pengelolaan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang

melaksanakan tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi Publik;

b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) lingkup kerjanya;
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c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengelolaan
Informasi Publik;

d. Melaksanakan monitoring intormaSi dan penetapan agenda prioritas
komunikasi pemerintah daerah;

e. Melaksanakan pelayanan informasi publik;

f. Melaksanakan penguatan tata kelola komisi informasi publik;

g. Melaksanakan monitoring opini dan aspirasi publik; dan

h. Menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi Informasi
Publik.

Seksi Kemitraan Komunikasi Publik

Seksi Kemitraan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang

melaksanakan tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kemitraan Komunikasi Publik;

b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) lingkup kerjanya;

c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Hubungan
Media dan Kemitraan;

d. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan
komunikasi publik;

e. Melaksanakan layanan hubungan media;
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f. Melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan melaksanakan
penyelenggaraan;

g. Hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas;

h. Menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi Kemitraan
Komunikasi Publik; dan

1. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
kegiatan.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Aplikasi dan Informatika

» Bidang Aplikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang
melaksanakan tugas penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang aplikasi informatika.

» Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), Kepala
Bidang menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana program dilingkup bidang;
b. Pelaksanaan program sesuai dengan Dokumen sesuai program

pelaksanaan anggarar (DPA) dilingkup bidang;

c. Pelaksanaan pendaftaran nama domain pemerintah kabupaten;
d. Pelaksanaan penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten;
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e. Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah;

f. Penatalaksanaan dan  pengawasan  E-Government  dalam
penyelenggaraan pemerinath daerah kabupaten; dan

g. Pelaksanaan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran
pemerintahan berbasis elektronik.

Berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya, Bidang Aplikasi dan

Informatika membawabhi :

Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan

Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang

melaksanakan tugas:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan;

b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksa Anggaran (DPA)
lingkup kerjanya,

c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi pengembangan
aplikasi pemerintah

d. pelaksanaan penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub
domain dalam penyelenggaraan domain dan sub pemerintahan daerah
kabupaten,

e. melaksanakan pengelolaan pusat data pemerintan daerah

f. melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi data dan informasi elektrorik;
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g. melaksanakan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemern tahan
berbasis elektronik;

h. menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi Pengembangan
Aplikasi Pernerintahan;

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang

melaksanakan tugas:

)

. Menyusun rencana kegiatan Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi;

b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) lingkup kerjanya;

c. Menyiapkan bahen penyusunan rencana dan anggaran Seksi Teknologi
Informasi dan Komunikasi;

d. Melaksanakan penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah;

e. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah, melaksanakan
koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi

f. Melaksanakan sistem penghubung layanan pemerintah; dan

g. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi

informasi dan komunikasi pemerintah daerah.
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Seksi Tata Kelola E-Government

Seksi Tata Kelola E-Govermment dipimpin oleh Kepala Seksi yang

melaksanakan tugas:

Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Kelola E-Government;

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

lingkup kerjanya;

Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Tata Kelola E-

Government,

Pendaftaran nama domain pemerintah kabupaten;

Penatalaksanaan dan pengawasan E-Government dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah kabupaten;

Sinkronisasi pengelolaan pemerintah berbasis elektronik rencana induk dari

anggaran pemerintah berbasis elektronik; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang- undangan.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Statistik Sektoral

» Bidang Statistik Sektoral dipimpin oleh Kepala Bidang yang melaksanakan
tugas penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunn norma,

standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan
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supervisi, serta pemantauaan, evaluasi dan pelaporan di bidang
penyelenggaraan statistik sektoral.
» Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Bidang menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana program dilingkup bidang;

b. Pelaksanaan program sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) dilingkup bidang;

c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan pengolahan,
analisis dan diseminasi data statistik sektoral;

d. Peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu
statistik daerah yang terintegrasi; dan

e. Pelaksanaan pembangunan metadata statistik sektoral.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Bidang Statistik Sektoral

membawahi :

Seksi Pengelolaan Data Statistik Sektoral

Seksi Pengelolaan Data Statistik Sektoral dipimpin oleh Kepala Seksi yang
melaksanakan tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Data Statistik Sektoral

b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) lingkup kerjanya,
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c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi

d. Pengelolaan Data Statistik Sektoral;

e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan,

f. Pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral membangun

metadata statistik sektoral; dan

g. Melaksanakan analisis data statistik sektoral.

Seksi Kelembagaan, Infrastruktur dan Kerjasama

Seksi Kelembagaan, Infrastruktur dan Kerjasama dipimpin oleh Kepala Seksi

yang melaksanakan tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembangan, Infrastruktur dan
Kerjasama;

b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) lingkup kerjanya;

c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kelembagaan,
Infrastruktur darn Kerjasama,;

d. Melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;

e. Melaksanakan pengembangan infrastruktur; dan

f.  Menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi.
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Seksi Verifikasi Data Statistik

Seksi Verifikasi Data Statistik dipimpin oleh Kepala Seksi yang melaksanakan

tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Verifikasi Data Statistik;

b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) lingkup kerjanya;

c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Peningkatan
Mutu Statistik;

d. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM pemda dalam peningkatan
mutu statistik daerah yang terintegrasi,

e. Melaksanakan penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah;

f.  Menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi Verifikasi
Data Statistik; dan

g. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
kegiatan.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Persandian

» Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang melaksanakan tugas

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma prosedur dan kriteria, dan

pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
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pelaporan dibidang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan
informasi.
» Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Bidang menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana program dilingkup bidang;

b. Pelaksanaan program sesuai dengan Dokumnen pelaksanaan anggaran
(DPA) dilingkup bidang;

c. Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring
komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten;

d. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan
informasi pemerintah daerah kabupaten; dan

e. Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten berbasis
elektronik dan non elektronik;

e  Seksi Tata Kelola Jaring Komunikasi Informasi

a. Seksi Tata Kelola Jaring Komunikasi Informasi dipimpin oleh Kepala
Seksi yang melaksanakan tugas;

b. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Kelola Jaring Komunikasi
Informasi;

c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) lingkup kerjanya;



63

d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi tata Kelola
Jaring Komunikasi Informasi; dan
e. Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring
komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten.
Seksi Pengawasan dan Ketertiban Sandi Pemerintahan
Seksi Pengawasan dan Ketertiban Sandi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala
Seksi yang melaksanakan tugas:
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Ketertiban Sandi
Pemerintahan;
b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) ingkup kerjanya;
c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengawasan
dan Ketertiban Sandi Pemerintahan;
d. Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten berbasis
elektronik dan elektronik;
e. Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten; dan
f. Menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi.
Seksi Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Sandi Pemerintahan
Penyelenggaraan Seksi Monitorirng dan Evaluasi Pemerintahan dipimpin oleh

Kepala Seksi yang melaksanakan tugas:
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Menyusun rencana kegiatan Seksi Monitoring dan  Evaluasi
Penyelenggaraan Sandi Pemerintahan;

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) lingkup kerjanya;

Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Monitoring
Pemerintah;

Operasionalisasi Jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/
kota;

Menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi Monitoring
Pemerintahan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan; dan
Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

kegiatan.

Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi Kabupaten Banyuasin

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin Tahun Pasal 12, Tata Cara

Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

a. Penetapan Retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD (Surat Ketetapan

Retribusi Daerah);

b. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD berdasarkan Kartu Data;
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c. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan tagihan dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi
Daerah);

d. Penagihan Retribusi terutang dimaksud didahului dengan surat teguran;

e. Pengeluaran surat tagihan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayarannya; dan

f. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat
peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi

Retribusi terutang.

4.1.6 Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten
Banyuasin
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Banyuasin
sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 23 Tahun
2018 diformulasikan sebagai berikut :

I
x

H
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i 2|

-
o
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Keterangan =
RPM : Retribusi Pengendalian Menara
Jumlah Indeks Variabel : Indeks Variabel Jarak Tempuh + Indeks Variabel
Menara
Ketentuan Indeks Variabel Jarak Tempuh sebagaimana dimaksud diatas

yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1
Ketentuan Indeks Variabel Jarak Tempuh

Diskominfo-SP Banyuasin

Komponen Internal Parameter Indeks/Koefisien
Perhitungan Tarif Komponen
Penetapan Besaran Perhitungan Penetapan
Tarif Retribusi Besaran Retribusi
' Aspek jarak dari kantor 0-20 Km 0,7
Diskominfo-SP 20 -30 Km 0,8
Kabupaten Banyuasin 30 —40 Km 0,9
> 40 Km 1

(Sumber : Perbup Banyuasin No 23 Tahun 2018)
Sedangkan Ketentuan Indeks Variabel Jenis Menara sebagaimana dimaksud

pada formulasi diatas yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2
Ketentuan Indeks Variabel Jenis Menara

Diskominfo-SP Banyuasin

Variabel Indeks
1 2 3
Dalam Kota 0,8 -
: -Menara Pole - 0,8
' -Menara Kamuflase - 0,9
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' -Menara 3 Kaki | - i 1
-Menara 4 Kaki - 1,1
Luar Kota 1,1 -
-Menara Pole - 0,8
-Menara Kamuflase - 0.9
-Menara 3 Kaki - 1
-Menara 4 Kaki - 1,1

(Sumber : Perbup Banyuasin No 23 Tahun 2018)
Tarif Retribusi menggunakan biaya rata-rata pertahun sehingga diperoleh
ketentuan sebesar Rp. 4.302.427,-. Sebagai contoh, berikut ini diperlihatkan
perhitungan Retribusi Menara Telekomunikasi pada salah satu perusahaan yaitu PT.

Era Bangun Towerindo Tahun 2022.

Gambar 4.2
Perhitungan RPM PT. Era Towerindo

Tahun 2022
DATA TOWER i
@ PT. ERA BANGUN TOWERINDO B |
TANUN 2022 £
n[ Alamat Site [m:m“ [ Jenis Tower lJnﬁ akomiafo MII M, ."'"I : I
M. '.’ [ —

APV LNTA e A PR

. \
TOTAL R R

(Sumber : SKRD Banyuasin, 2022)

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa Koefisien Jarak pada
menara PT. Era Bangun Towerindo adalah 1,00 dan Koefisien Jenis Menara adalah
1,0 dengan ketentuan Tarif Retribusi sebesar Rp. 4.302.427,-. Maka, Retribusi
Menara Telekomunikasi Tahun 2022 yang harus dibayarkan perusahaan tersebut

sebesar Rp. 4.302.427,-.
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4.1.7 Realisasi Retribusi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
Adapun persentase Realisasi Retribusi dan Pengendalian Menara

Telekomunikasi Kabupaten Banyuasin yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.3
Realisasi Penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kabupaten Banyuasin Tahun 2020-2022

i Tahun Targe—tRetrﬁ)usi " Realisasi Penerimaan Persentase |
2020 | Rp 1.489.300.683 Rp 1.492.742.693 100,23%
2021 | Rp 1.518.772.620 Rp 1.543.116.210 101,60%
2022 | Rp 1.705.930.149 Rp 1.448.209.209 84,89%

(Sumber : LRA Banyuasin dan STS Diskominfo-SP 2020-2022)

Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan penerimaan
Retribusi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Kabupaten Banyuasin
Tahun 2020-2021. Hal tersebut dibuktikan dengan perolehan persentase ditahun
2020 yang melebihi target penerimaan yaitu 100,23%, tahun 2021 meningkat
menjadi 101,60%, sedangkan tahun 2022 menurun menjadi 84,89%. Meskipun
terjadi penurunan di tahun 2022, tetapi realisasi penerimaan tahun 2020 dan 2021
telah mencapai bahkan melewati penerimaan yang ditargetkan.

Realisasi penerimaan retribusi yang melebihi target terjadi dikarenakan
perusahaan-perusahaan memenuhi kewajiban retribusi yang belum atau kurang
bayar serta denda yang dikenakan. Sedangkan realisasi retribusi yang belum

mencapai target dikarenakan beberapa perusahaan terdaftar menganggap bahwa
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menara telekomunikasi yang baru dibangun belum cukup satu tahun, sehingga akan
dibayarkan pada tahun selanjutnya. Apabila retribusi belum mencapai target yang
ditetapkan, maka akan berpengaruh terhadap jumlah anggaran yang dapat
digunakan untuk membiayai pemerintahan daerah. Peran Pemda dalam
memaksimalkan pengelolaan dan menggali potensi retribusi daerah sangat

diperlukan agar target retribusi daerah dapat tercapai.

4.2  Pembahasan

4.2.1 Kontribusi Penarikan Retribusi dan Pengendalian Menara
Telekomunikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuasin
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, diperoleh data

Kontribusi Penarikan Retribusi yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.4
Kontribusi Penarikan Retribusi Menara Telekomunikasi Terhadap PAD

Kabupaten Banyuasin

Tahun | Realisasi Retribusi Realisasi PAD Kontribusi | Kriteria
2020 Rp 1.492.742.693 | Rp 202.820.182.399 0,74% Sangat

' | ~ Kurang
2021 Rp 1.543.116.210 | Rp 228.458.786. 716 0,68% Sangat

. Kurang
2022 Rp 1.448.209.209 | Rp 259.515.516.450 0,56% Sangat
Kurang

(Sumber : LRA Kab Banyuasin dan STS Diskominfo-SP 2020-2022)

Dari perhitungan kontribusi penarikan retribusi menara telekomunikasi,
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dapat diketahui bahwa kontribusi penarikan retribusi menara telekomunikasi
terhadap peningkatan PAD selama 3 tahun (2020-2022) masih dibawah 10%
sehingga memperoleh kriteria Sangat Kurang. Hal ini menandakan bahwa Retribusi
Menara Telekomunikasi masih sangat kecil kontribusi atau perannya terhadap
peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fhitriyah
et al.,, 2022) Tingkat kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi
terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Maros pada tahun 2018 sangat kurang.
Tahun 2019 tingkat kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros sangat kurang. Tingkat
kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap pendapatan asli
daerah Kabupaten Maros pada tahun 2020 sangat kurang. Hal ini dikarenakan
pemasukan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tergantung dari jumlah
menara telekomunikasi yang terdapat di Kabupaten Maros, sedangkan di
Kabupaten Maros tidak begitu banyak menara telekomunikasi.

Untuk dapat melakukan melakukan pembangunan, pemerintah daerah
diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap
pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan pelaksanaan otonomi dan
keleluasaan daerah. Langkah penting yang harus dilakukan Pemerintah Daerah

adalah menghitung potensial PAD yang rill yang dimiliki. Untuk itu diperlukan
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metode perhitungan potensi PAD yang sistematis dan rasional.

4.2.2 Efektivitas Penarikan Retribusi dan Pengendalian Menara
Telekomunikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuasin
Adapun perhitungan efektifitas penarikan retribusi dan pengendalian

menara telekomunikasi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Banyuasin yaitu

sebagai berikut :

Tabel 4.5
Efektivitas Penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Terhadap Peningkatan PAD Banyuasin

TTahun Target Realisasi Efektivitas | Kriteria |
2020 | Rp1.489.300.683 | Rp1.492.742.693 | 100,23% ;i:fz;
2021 | Rp1.518.772.620 | Rp1.543.116.210 | 101,60% Ei:lfztf
2022 | Rp1.705.930.149 | Rp1.448.209.209 |  84,89% g}l;iff

(Sumber : LRA Banyuasin dan STS Diskominfo-SP 2020-2022)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa efektivitas Penarikan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi Terhadap Peningkatan PAD Kab Banyuasin
tahun 2020-2021 melebihi 100% sehingga kriteria dinyatakan Sangat Efektif,
sedangkan pada tahun 2022 menurun ke angka 84,89% dengan kriteria Cukup

Efektif. Persentase diatas 100% di tahun 2020-2021 menyatakan bahwa realisasi
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penarikan retribusi telah melebihi target yang ditentukan, sedangkan penurunan

angka efektivitas ini menyatakan bahwa Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin

menurun seiring dengan tidak tercapainya target penarikan retribusi.Adapun faktor-
faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi penarikan retribusi
pengendalian menara telekomunikasi Kab Banyuasin yaitu sebagai berikut :

1. Penetapan target penerimaan retribusi dan pengendalian menara
telekomunikasi oleh Diskominfo-SP Kab Banyuasin yang terlalu tinggi tanpa
memperhitungkan resiko tidak terpungutnya retribusi;

2. Kurang disiplinnya Wajib Retribusi untuk membayarkan tagihan secara tepat
waktu;

3. Terdapat beberapa Wajib Retribusi yang beranggapan bahwa menara yang
didaftarkan baru berusia beberapa bulan, sehingga tagihan retribusinya akan
dibayarkan pada tahun selanjutnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gusliana

Mais & Windi, 2020) yang menyatakan bahwa efektivitas penerimaan retribusi daerah

di DKI Jakarta diatas 100 persen, sehingga dinyatakan sangat efektif. tingkat

efektivitas tertinggi terjadi pada ahun 2016 dengan memperoleh 104,05 persen.

sedangkan tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun 2019 dengan memperoleh

82,74 persen.



5.1

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis

pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1.

Realisasi penarikan retribusi dan pengendalian menara telekomunikasi
Kabupaten Banyuasin pada tahun 2020-2021 diatas 100%, akan tetapi terjadi
penurunan di tahun 2022 menjadi 84,89%. Meskipun terjadi penurunan di
tahun 2022, tetapi realisasi penerimaan tahun 2020 dan 2021 telah mencapai
bahkan melewati penerimaan yang ditargetkan.

Kontribusi penarikan retribusi dan pengendalian menara telekomunikasi
terhadap peningkatan PAD selama 3 tahun (2020-2022) masih dibawah 10%
sehingga memperoleh kriteria Sangat Kurang. Hal ini menunjukkan bahwa
retribusi jasa umum khususnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi
belum memiliki peran yang signifikan terhadap peningkatan PAD Kabupaten
Banyuasin.

Efektivitas penarikan retribusi dan pengendalian menara telekomunikasi
memiliki rata—rata 100% yang artinya penarikan retribusi menara

telekomunikasi telah efektif dalam peningkatan PAD Kabupaten Banyuasin.

73
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5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang
dapat penulis ajukan yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten Banyuasin diharapkan untuk melakukan Evaluasi
terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) juga perlu dilakukan untuk
memastikan efisiensi dan kualitas layanan penarikan retribusi dan
pengendalian menara telekomuniksdi yang lebih baik.

2. Sosialisasi mengenai retribusi dan pengendalian menara telekomunikasi harus
ditingkatkan secara intensif kepada Wajib Retribusi, sehingga mereka memiliki
pemahaman yang lebih baik terkait kewajiban pembayaran retribusi dan
manfaat yang diperoleh dari penggunaan fasilitas dan layanan tersebut.

3. Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebaiknya melakukan kajian ulang terhadap
potensi retribusi daerah yang mungkin belum dimaksimalkan. Tujuannya
adalah agar pendapatan dari retribusi daerah dapat dimaksimalkan sehingga

target pendapatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
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Abstract

The aim of this research is to identify how retribution and control of telecommunications towers
affect the increase in regional foreign income in Banyuasin Regency. The data sources in this
research are secondary data, namely Surat Tanda Retribusi Daerah (STRD) and Surat Tanda
Setoran (STS) at the Banyuasin Regency Diskominfo-SP. The research method used in this
study is descriptive qualitative. The percentage of telecommunications tower control
retribution collected by the Banyuasin Regency Government in 2020 has exceeded the revenue
target, namely 100.23%, in 2021 it increased to 101.60%, while in 2022 it decreased to 84.89%.
Even though there will be a decline in 2022, the realization of revenues in 2020 and 2021 has
reached or even exceeded the targeted revenues. has been above 100%, this shows that the
collection of telecommunications tower control retribution has been achieved very effectively.
Meanwhile, the contribution of retribution and control of telecommunications towers to
increasing PAD during 2020-2022 is still below 10%, so the criteria are very low.

Keyword: Retribution ,Telecommunications Tower Control, Original Local Government
Revenue.

INTRODUCTION

Original Local Government Revenue (PAD) are an important role in running the wheels of
government in a region with the principles of real, broad and responsible autonomy. The level
of regional local income is one of the crucial benchmarks in the implementation of regional
autonomy, because the greater the PAD obtained and collected by a region, the greater the
regional finances available to support the implementation of autonomy (W. Nalle et al., 2021).
PAD includes all regional revenues originating from local economic sources, which are
measured by regional taxes and levies. The main components that contribute to the formation
of PAD in many regions are regional taxes and levies, because both are closely related to the

industrial sector which provides added value to regional economic strength (Lathifaniya &
Susilo, 2023).

Regional levies are one source of PAD whose main income comes from the region itself, which
functions to support regional management and progress with the aim of improving community
welfare (Simanjuntak & Ginting, 2019). Districts/Cities have the opportunity to optimize
financial potential by establishing additional types of levies in addition to the existing ones, as
long as they are based on community aspirations. This levy collection has a strong relationship
with the principle of cost recovery, where the aim is to cover operational costs, maintenance,
depreciation and debt payments (Muhdafil, 2021).

Diskominfo-SP Service is part of the Banyuasin Regional Government which is responsible for
the communications and informatics sector. They cover various aspects such as
telecommunications, communication facilities, information dissemination, telematics, and
electronic data processing. Apart from that, the Kominfo-SP Service also plays a role in
coordinating and developing Regional Apparatus Operations (OPD) as well as carrying out
other tasks in accordance with the orders of the Regional Head. The duties of the
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Communication, Informatics and Encryption Service include the implementation of regional
government affairs/provincial authority which includes the technical fields of telematics
applications, institutional relations, communication facilities, information dissemination,
postal, telecommunications, information data, as well as mass media development and other
supporting tasks.

Diskominfo-SP Banyuasin is one of the OPDs that collects regional levies. One of the main
elements of revenue that has a large impact and income opportunity in Banyuasin district is the
implementation of levies and control of telecommunications towers. The levies collected by
regional governments, especially by the Communications and Information Service-SP, are non-
tax and are within the authority of the regions. In the context of implementing decentralization,
this means that levies can be a potential source of regional income that can help development
in Banyuasin district.

The scope and targets of telecommunication tower control are based on the Banyuasin Regent's
Regulation (PERBUP) Number 23 of 2018 concerning the Implementation of Banyuasin
Regency Government Telecommunication Tower Control Levy Management in Chapter 11
Point 4, namely as follows:

a. Data collection, guidance and control over tower operations;

b. Monitoring, evaluation and reporting on telecommunications towers;

c. Facilitate handling of impacts arising from the provision of telecommunications services on
economic development and growth, and changes in social behavior in society; and Resolving
problems that arise in communities around telecommunications towers by local governments
together with tower providers and/or tower managers.

The research phenomenon shows that the realization of telecommunications tower levy
payments exceeds the target for the realization of levy costs in 2020 and 2021. Meanwhile, in
2022, there will be a decrease in the realization of telecommunications tower levy costs. The
situation of excess realization of levy costs indicates that the companies that registered
telecommunications towers met the underpayment in previous years, and the situation that
caused the decrease in the realization of levy costs was because there were several towers that
were only a few months old so the registered companies would pay in the following year. This
indicates that there are obstacles in the process of collecting telecommunications tower levies
and shows that the Communication and Information Sector has not been completely successful
in optimizing regional revenues from levies, especially from the telecommunications tower levy
sector because the percentage of realization tends to decline in 2021-2022. It is possible that
this problem arises because the implementation of telecommunications tower control levies is
not carried out optimally.

Previous research on a similar topic was also carried out by (Fhitriyah et al., 2022) with the title
Analysis of the Contribution of Telecommunication Tower Control Retributions to Maros
Regency Regional Original Income. The results of his research show that Original Regional
Income in Maros Regency increased in 2018 and 2019 because the sources of Original Regional
Income revenue were optimal. However, local revenue in Maros Regency experienced a decline
in 2020 due to the Covid-19 outbreak. Similar research was also carried out by (Leilani, 2021)
entitled Implementation of Retribution for the Control and Supervision of Telecommunication
Towers in Increasing Original Regional Income at the Purworejo Regency Communication and
Information Service.The research gap that occurs is that previous research only analyzed the
contribution of levies to increasing local revenue (PAD), whereas this research also analyzed
the effectiveness of levies as a source of local revenue (PAD).
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METHOD
This research describes and outlines how the analysis of telecommunications tower control
levies is implemented in increasing local revenue. Descriptive qualitative research is the
approach used because when the researcher collects data in the field data by interviews,
observation and documentation. Then, the researcher describes the results of the data collection
which is processed and presented in descriptive form in the form of an explanation of words.
The focus of this research is referred to as the outline of the research to be carried out. The
purpose of the research focus is as a reference for researchers so that they do not get lost in the
problem to be researched. The focus of this research is by referring to the analysis of the
implementation of telecommunications tower control levies on increasing local revenue. Based
on this research, the data sources that will be analyzed are secondary data in the form of SKRD
(Regional Retribution Decree) and Deposit Certificates (STS) of the Banyuasin Regency
Government for the period 2020 to 2022.
There are three stages in data analysis as follows:
1. Data Condensation.
The stage of sorting and simplifying the data to make it easier for researchers to draw
conclusions, then produce more accurate information without reducing its meaning. Summarize
or conclude and choose the main things and focus on the important things. At this stage the
researcher will obtain a clear picture and help the researcher to facilitate the collection of the
necessary data. In concentrating on data, researchers will be directed towards the goals they
want to achieve. In this stage of quantitative research, numbers are used, whereas in this
research, words are used to contain the data. In this research, there is data obtained in the field
regarding the analysis of the implementation of telecommunications tower control levies in
increasing local revenue.
2. Data Presentation.
In the data presentation stage, the research will prepare a report so that the data that has been
collected can be understood and analyzed according to the researcher's wishes and develop
findings in the field. In qualitative research, data presentation is carried out in the form of short
summaries, charts, matrices, graphs and relationships between categories (Sugiyono, 2022).
The presentation process is carried out by showing data and creating relationships or
connections between phenomena to be able to describe what happened and what needs to be
followed up in achieving research objectives.
3. Verification or Conclusion
This stage is the final step in data analysis techniques, namely the verification or conclusion
stage. At this stage the researcher conveys the data obtained in the field. Researchers find
meaning from the data that has been concluded in the research process that has been carried
out. This step is carried out after the reduction stage and data presentation stage with an
empirical analysis process using the theory used by the researcher. Then, from this verification
stage, researchers can obtain conclusions regarding the analysis of the implementation of
telecommunications tower control levies in increasing local revenue.

RESULTS AND DISCUSSION
The percentage of realization of levies and control of telecommunications towers in Banyuasin
Regency is as follows:

Table 1. Realization of Banyuasin Regency Telecommunication Tower Control
Retribution Revenue for 2020-2022
Year Realization of
Retribution Target Acceptance Percentage
2020  Rp 1.489.300.683 Rp 1.492.742.693 100,23%
2021 Rp 1.518.772.620 Rp 1.543.116.210 101,60%
2022 Rp 1.705.930.149 Rp 1.448.209.209 84,89%

Source : LRA Banyuasin and STS Diskominfo-SP 2020-2022
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Table 4.1 above shows that there has been a decrease in revenue from levies and control of
telecommunications towers in Banyuasin Regency in 2020-2021. This is proven by the
percentage gain in 2020 which exceeded the revenue target, namely 100.23%, in 2021 it
increased to 101.60%, while in 2022 it decreased to 84.89%. Even though there will be a decline
in 2022, the realization of revenues in 2020 and 2021 has reached or even exceeded the targeted
revenues.

The realization of retribution receipts that exceeded the target occurred because companies
fulfilled unpaid or underpaid retribution obligations and imposed fines. Meanwhile, the
realization of the levy has not yet reached the target because several registered companies
believe that the new telecommunications tower has not been built for one year, so it will be paid
in the following year. If the levy has not reached the set target, it will affect the amount of the
budget that can be used to finance regional government. The role of Regional Government in
maximizing management and exploring the potential of regional levies is very necessary so that
regional levy targets can be achieved.

Based on research carried out by the author, the data obtained on the Contribution of Retribution
Withdrawals is as follows:

Table 2. Contribution of Telecommunication Tower Levy Collection to Original Income
(PAD) of Banyuasin Regency
Realization of Realization of

Year Retribution OrigifiIncoffie Contribution Criteria
Very
2020 Rp 1.492.742.693 Rp 202.820.182.399 0,74% Less
Very
2021 Rp 1.543.116.210  Rp 228.458.786. 716 0,68% Less
Very
2022 Rp 1.448.209.209 Rp 259.515.516.450 0,56% Less

Source : LRA Banyuasin and STS Diskominfo-SP 2020-2022

From the calculation of the contribution to the withdrawal of the telecommunications tower
levy, it can be seen that the contribution of the withdrawal of the telecommunications tower
levy to the increase in PAD for 3 years (2020-2022) is still below 10%, thus obtaining the Very
Low criteria. This indicates that the Telecommunication Tower Levy still has a very small
contribution or role in increasing Regional Original Income.

The results of this research are in line with research conducted by (Fhitriyah et al., 2022). The
level of contribution of telecommunications tower control levies to Maros Regency's original
regional income in 2018 was very low. In 2019, the contribution level of telecommunications
tower control levies to Maros Regency's Original Regional Income was very low. The
contribution level of telecommunications tower control levies to Maros Regency's original
regional income in 2020 is very low. This is because the income from telecommunications
tower control levies depends on the number of telecommunications towers in Maros Regency,
whereas in Maros Regency there are not that many telecommunications towers.

To be able to carry out development, regional governments are expected to increase PAD to
reduce dependence on funding from the center, thereby increasing the implementation of
regional autonomy and freedom. An important step that must be taken by the Regional
Government is to calculate the real PAD potential it has. For this reason, a systematic and
rational PAD potential calculation method is needed.
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The calculation of the effectiveness of collecting levies and controlling telecommunications
towers on increasing PAD in Banyuasin Regency is as follows:

Table 3. Effectiveness of Levy Collection and Control of Telecommunication Towers on
Increasing Regional Income in Banyuasin Regency

Year Target Realization Effectiveness  Criteria
Very
0
2020 Rpl1.489.300.683 Rpl.492.742.693 10023% LY .
2021 Rpl.518.772.620 Rpl.543.116.210 101,60% Y
pl.ols.//72. pl.0%5.110. PY70 Effective
2022 Rpl.705.930.149 Rp1.448.209.209 84,890, Lilective
Enough

Source : LRA Banyuasin and STS Diskominfo-SP 2020-2022

From the table above, it can be seen that the effectiveness of the Withdrawal of

Telecommunication Tower Control Levy on Increasing PAD in Banyuasin Regency in 2020-

2021 exceeds 100% so that the criteria are declared Very Effective, while in 2022 it decreases

to 84.89% with the criteria being Quite Effective. A percentage above 100% in 2020-2021

indicates that the realization of levy collection has exceeded the specified target, while the

decrease in effectiveness figures indicates that the performance of the Banyuasin Regency

Government has decreased as the levy collection target has not been achieved. The factors that

cause the withdrawal of levies for control of telecommunications towers in Banyuasin Regency

to not be realized are as follows:

1. Determination of targets for levy receipts and control of telecommunications towers by
Diskominfo-SP Banyuasin Regency that are too high without taking into account the risk of
not collecting the levies;

2. Lack of discipline in mandatory levies to pay bills on time;

3. There are several levy payers who think that the registered tower is only a few months old,
so the levy bill will be paid in the following year.

The results of this research are in line with research conducted by (Gusliana Mais & Windi,
2020) which states that the effectiveness of regional levy revenue in DKI Jakarta is above 100
percent, so it is declared very effective. The highest level of effectiveness occurred in 2016 with
104.05 percent. while the lowest level of effectiveness occurred in 2019 with 82.74 percent.

CONCLUSION

Based on the results and discussions that have been carried out, the conclusions of this research

are:

1. The realization of levies and control of telecommunications towers in Banyuasin Regency
in 2020-2021 was above 100%, but there will be a decrease in 2022 to 84.89%. Even
though there will be a decline in 2022, the realization of revenues in 2020 and 2021 has
reached or even exceeded the targeted revenues.

2. The contribution of levies and control of telecommunications towers to the increase in PAD
for 3 years (2020-2022) is still below 10%, thus obtaining the Very Low criteria. This
shows that public service levies, especially telecommunications tower control levies, do
not have a significant role in increasing Banyuasin Regency's PAD.

3. The effectiveness of collecting levies and controlling telecommunications towers has an
average of 100%, which means that collecting telecommunications tower levies has been
effective in increasing the PAD of Banyuasin Regency.
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ABSTRACT

The purpase of itz véstarch ls fo identify kow the withdrowal of Retribwtion amd Coutrod of
Yelecommunicution Towers on increasing Regional Original Income by Banymasin Regency. The data
sowrces in this sy are secondary data, namely R Reoribution Certificates (STRD) awd Deposit
Certificoves (STS) ot the Diskominfo-SP Bamywasin Regency i 2, T rerearch method used in
this sty is descripsive quantitarive, The results of this study tndicoge that the realization of the collection
of td«mnww;murﬁm Reyomey Govermment dwring 2021-2002 has
been above 100%, this Indicases that the coflection of feleconsmications sower control fees hay been
ackioved very effectively, Me e, the conmribwion of lévy withdrawals fo increasing PAD during
2020-2021 ix stll below 10, 0 that the critepion is very law,

Keywords: Telocommumications Tower Betribution anl Controls Locally-gemerared revere.

Tujusn darl penelitian ini sdalah untuk mengidenifikasi bagaim rikam Retritussi dao Pengemdafian
Me::nTM’::un&u'i'T«hﬁppthJmM% : mp.:ﬂ:w sin. Samber

data dalsm penelitinn ini adalah data sehunder yaitu Surat K cserangan Retribesi Daerah (STRD) dan Swemt
Tands Sesaran (STS) pada Diskaminfo-SP Katopaten Banyuusin inhms 2020-2022. Adspun metode
penelitian yang digunakan dalams kajian ini adslsh deskripfif Muantitatsf, Hasil peoctition Ini mers) ukksn
tuhwa realisasi penarikan retribusi pengendalion menss telekomunikasi pads Pembab Banyuasin
sepanjang tahun 2021-2022 telah distas 100%, hal terehut inessmjsikan hahwa pesarikan retribusi
penigendalion menara telckomamilasi teleh tercapal dengan sangal efektif. Sodeaghan Aontribusi
penmrikan refribusi terhadap pesinghatan PAD selima 2020-2021 masih dibawaly 10%, schingea
memperoleh kritena sasgat kurang, 3

Kata Kunci: Retribusi den Peagendalisn Momira Tekkomunikasi; Pendapatan Asll Daerah.

FENDAHULUAN
_Pendspatan  Asli Dacrah (PAD) memogang perssan penting  dalem  mesgjalankss  roda”
pemeriotshan d: sustu dacrah dengn prinsip otonomi yang nywla. luss, dan bertanggung juwal, Tingkst
pendapaton asli daerah menjadi saluh salu %018k ukur knasial dolem pelaksansan ofonomi (seral, karens
semakin besar PAD yang dipercleht dan dilimpun oleh suats daerah, semakin besar pula hewangan daerah
yn;hmd’nnutduluq:lmm otonomi (W. Nalle etal,, 2021)

Retribusi doersh adelah =l sumber PAD yang pemasskan ulama yang berasal dori wila
bwndlﬂ.miﬂngﬂkn-nkm“mmlulnnd-ku\‘-:d%dlhmw’z:
meningkatkan kescjahterasn masyseskat (Simanjuntak & Ginting, 2019). KoboparenXota  memiliki
h-e.mpd- untuk mesgoptimafan potensi bensagan desgan menctapkan janls retribusl Sndalun
ld-yugmd&&.ad-.m;dlw.mm Penarikan retribes| ini memiliki
bubangan kuat dengan prinsip pemulihes bizyn, di mane tujusenys adalal untuk mencakup blays
operasional, pemeliharsan, depresiasi, dan pembayaras hutang (Muhdafil, 2021).
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PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

H -- NI
\ 5 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOMPLEK PERKANTORAN JLN. ISHAK USMAN NO. 24PANGKALAN BALAI
Website : www.diskominfo.banyuasinkab.go.id & Email : diskominfo@banyuasinkab.go.id
NO NAMA ALAMAT TOTAL BIAYA
TOWER RETRIBUSI
1 |[PT.CENTRATAMA MENARA INDONESIA JAKARTA 19 80.456.226
2 |PT.DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI PALEMBANG 69 296.440.321
3 |PT. GAME TRACO JAKARTA 3 11.616.674
4 |PT.HCPT PALEMBANG 2 9.035.191
5 |PT. INDOSAT PALEMBANG 11 46.036.450
6 |PT.THECHINDO GLOBAL FORCE JAKARTA 9 40.658.360
7 |PT. PROTELINDO JAKARTA 52 211.251.375
8 |PT.INTI BANGUN SEJAHTERA PALEMBANG 25 106.486.182
9 |PT. KARISMA DAYA INDO JAKARTA 2 8.389.820
10 (PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA PALEMBANG 33 135.742.992
11 |PT. TOWER BANGUN GROUP PALEMBANG 56 240.938.432
12 |PT. TELKOMSEL PALEMBANG 51 215.123.600
13 (PT. XLAXIATA PALEMBANG 21 87.125.058
TOTAL 353 1.489.300.683



http://www.diskominfo.banyuasinkab.go.id/
mailto:diskominfo@banyuasinkab.go.id
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